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ABSTRACT
The increasing volume of electronic waste (e-waste) in Indonesia has heightened the urgency of implementing
Extended Producer Responsibility (EPR) to ensure producers take responsibility for end-of-life products. However, its
effectiveness depends on identifying and prioritizing the key success factors that shape implementation under
Indonesia’s institutional and infrastructural conditions. This study aims to map and prioritize the determinants
influencing EPR implementation for e-waste in Indonesia using the Analytic Network Process (ANP), a multi-criteria
decision-making method that captures interdependencies among complex factors. Data were collected through
interviews and structured questionnaires with key stakeholders from government, producers, academia, and civil
society. The results show that administrative instruments are the most influential factor (0.368), followed by
economic instruments (0.362) and information-based instruments (0.271). At the sub-criteria level, the e-waste
collection system is the top priority within the administrative cluster (0.387), while eco-friendly product development
subsidies (0.278) and producer outreach activities (0.332) are critical drivers within the economic and information
clusters. An EPR scheme coordinated by a Producer Responsibility Organization (PRO) ranks as the highest-priority
alternative (0.343), underscoring the need for an operational institutional mechanism that integrates producer
compliance, sustainable financing, and national collection system development. These findings contribute to the EPR
literature in developing countries and offer policy directions for strengthening regulatory enforcement, designing
sustainable financing mechanisms, and establishing accountable PRO governance.

Keyword: electronic waste, EPR, ANP, policy

ABSTRAK
Meningkatnya volume sampah elektronik (e-waste) di Indonesia menegaskan urgensi penerapan Extended Producer
Responsibility (EPR) agar produsen bertanggung jawab atas produk yang telah mencapai akhir masa pakai. Namun,
efektivitas EPR bergantung pada kemampuan mengidentifikasi dan memprioritaskan faktor-faktor kunci keberhasilan
yang membentuk implementasinya dalam kondisi kelembagaan dan infrastruktur Indonesia. Penelitian ini bertujuan
memetakan dan memprioritaskan determinan yang memengaruhi implementasi EPR e-waste di Indonesia
menggunakan Analytic Network Process (ANP), yaitu metode pengambilan keputusan multikriteria yang mampu
menangkap keterkaitan antarfaktor yang kompleks. Data dikumpulkan melalui wawancara dan kuesioner terstruktur
dengan pemangku kepentingan utama dari pemerintah, produsen, akademisi, dan masyarakat sipil. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa instrumen administratif merupakan faktor paling berpengaruh (0,368), diikuti instrumen
ekonomi (0,362) dan instrumen berbasis informasi (0,271). Pada level subkriteria, sistem pengumpulan e-waste
menjadi prioritas utama dalam klaster administratif (0,387), sedangkan subsidi pengembangan produk ramah
lingkungan (0,278) dan kegiatan sosialisasi kepada produsen (0,332) menjadi pendorong penting dalam klaster
ekonomi dan informasi. Skema EPR yang dikoordinasikan oleh Producer Responsibility Organization (PRO)
menempati peringkat tertinggi sebagai alternatif implementasi (0,343), yang menegaskan perlunya mekanisme
kelembagaan operasional yang mengintegrasikan kepatuhan produsen, pembiayaan berkelanjutan, dan pengembangan
sistem pengumpulan. Temuan ini memberikan arah kebijakan untuk memperkuat penegakan regulasi, merancang
mekanisme pembiayaan berkelanjutan, dan membangun tata kelola PRO yang akuntabel.

Kata Kunci: sampah elektronik, EPR, ANP, kebijakan
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1. PENDAHULUAN
Indonesia merupakan salah satu negara penghasil sampah elektronik (e-waste) terbesar di Asia Tenggara.

Global E-Waste Monitor melaporkan produksi sampah elektronik Indonesia sebesar 1.618 ton pada tahun 2019
dan meningkat menjadi 1.900 ton pada tahun 2022 (Baldé dkk., 2024; Forti dkk., 2020). Pertumbuhan sampah
elektronik diperkirakan mencapai 14,91% per tahun (Santoso dkk., 2019) dan total timbulan diproyeksikan
meningkat hingga 4,2 juta ton pada tahun 2040 (Widyarsana dkk., 2021). Peningkatan ini menimbulkan risiko
lingkungan dan kesehatan masyarakat, terutama karena keterbatasan infrastruktur dan kuatnya praktik
pengumpulan serta daur ulang informal (Ghulam & Abushammala, 2023; Rautela dkk., 2021). Salah satu
instrumen kebijakan yang relevan untuk mengatasi persoalan sampah elektronik adalah Extended Producer
Responsibility (EPR). EPR memperluas tanggung jawab produsen hingga tahap akhir siklus hidup produk,
termasuk pengumpulan, daur ulang, dan pembuangan akhir (Lindhqvist, 2000). Kebijakan ini dapat
memperkuat pengelolaan limbah pasca konsumsi sekaligus mendorong perbaikan desain produk agar lebih
mudah didaur ulang dan lebih aman bagi lingkungan (Esenduran dkk., 2019).
Di Indonesia, penerapan EPR untuk sampah elektronik belum didukung oleh regulasi yang komprehensif

dan mengikat. Meski demikian, arah kebijakan menuju EPR mulai terlihat melalui kajian akademik yang
melibatkan UNDP Indonesia dan Kementerian Perindustrian, serta penetapan sektor elektronik sebagai sektor
prioritas dalam Peta Jalan dan Rencana Aksi Nasional Ekonomi Sirkular 2025–2045 (Bappenas, 2024). Hal ini
penting mengingat kontribusi industri elektronik terhadap perekonomian nasional dan rendahnya tingkat
pemanfaatan serta daur ulang sampah elektronik di Indonesia. Namun, ketiadaan mandat kebijakan yang
spesifik menunjukkan masih adanya kesenjangan kelembagaan dalam memastikan pembagian tanggung jawab
dan pembiayaan pengelolaan limbah pasca konsumsi (Damanhuri dkk., 2019; Watkins & Gionfra, 2020).
Studi lintas negara menunjukkan bahwa efektivitas EPR sangat dipengaruhi kondisi tata kelola, kesiapan

infrastruktur, dan karakteristik aktor pengelolaan di masing-masing negara. Di Tiongkok, koordinasi antara
otoritas nasional dan daerah berperan penting dalam penerapan EPR (Peng dkk., 2018). Di Ghana, keterbatasan
infrastruktur dan kapasitas logistik menjadi faktor dominan dalam implementasi (Faibil dkk., 2023). Di
Indonesia sendiri, instrumen administratif diidentifikasi sebagai faktor yang berpengaruh terhadap kemauan
produsen untuk mengadopsi EPR (Ardi & Purwojatmiko, 2019). Temuan ini menunjukkan bahwa strategi EPR
perlu disesuaikan dengan kapasitas kelembagaan dan kondisi pasar, termasuk dominasi sektor informal dan
keterbatasan sistem pengumpulan (Zheng dkk., 2017).
Meskipun kajian EPR terus berkembang, sebagian besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada desain

instrumen normatif dan evaluasi teknis, terutama pada negara maju yang telah memiliki sistem regulasi dan
kelembagaan yang relatif mapan. Sementara itu, bukti empiris mengenai implementasi EPR di negara
berkembang masih terbatas, khususnya terkait tantangan kapasitas kelembagaan, pendanaan, penegakan
kebijakan, dan relasi formal-informal. Selain itu, kajian yang mengintegrasikan dimensi regulasi, aktor
kelembagaan, kesiapan sistem pengumpulan, serta instrumen ekonomi dan informasi dalam satu kerangka
analisis terintegrasi masih jarang ditemukan. Kondisi ini menegaskan adanya research gap, yaitu belum
tersedianya kajian yang secara sistematis memprioritaskan faktor keberhasilan EPR sampah elektronik yang
relevan dengan konteks Indonesia.
Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis dan memprioritaskan faktor-faktor kunci

yang mempengaruhi implementasi EPR sampah elektronik di Indonesia melalui pendekatan Analytic Network
Process (ANP) untuk menyusun prioritas faktor dengan mempertimbangkan keterkaitan antar elemen dalam
sistem EPR. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat literatur EPR di negara berkembang dengan
menegaskan bahwa efektivitas EPR sangat ditentukan oleh fondasi administratif dan kapasitas kelembagaan
sebagai prasyarat operasional. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan mendukung perumusan strategi EPR
yang lebih realistis dan dapat diterapkan, termasuk penguatan peran produsen dan Producer Responsibility
Organization (PRO), pengembangan sistem pengumpulan yang terstandar, serta desain pembiayaan yang
berkelanjutan sesuai kondisi Indonesia.

2. METODOLOGI
Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed-methods (gabungan kuantitatif dan kualitatif) dengan analisis

kuantitatif menjadi metode utama dan didukung oleh informasi kualitatif dari para ahli (Gomes Soares Alcalá,
de Nicolás, López López & Ventosa, 2025). Pendekatan kuantitatif diterapkan melalui metode Analytic
Network Process (ANP) untuk memprioritaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan implementasi
EPR pada pengelolaan sampah elektronik di Indonesia. Sementara itu, pendekatan kualitatif digunakan untuk
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mengidentifikasi, menyusun, serta memvalidasi keterkaitan antar faktor melalui wawancara dan konsultasi para
pemangku kepentingan
Metode ANP merupakan teknik multi-criteria decision-making (MCDM) yang dirancang untuk menangani

sistem kompleks yang melibatkan unsur-unsur saling berkaitan. Berbeda dengan model pengambilan keputusan
tradisional yang mengasumsikan kemandirian antar faktor, ANP mengakomodasi hubungan saling
mempengaruhi dan mekanisme umpan balik (feedback loops), sehingga lebih sesuai untuk menggambarkan
kondisi nyata di mana setiap faktor keputusan saling mempengaruhi (Jorge-García & Estruch-Guitart, 2022).
Kriteria dan subkriteria yang digunakan dalam model ANP disusun melalui telaah literatur, serta wawancara
dan konsultasi dengan para ahli untuk memperoleh pemahaman yang sesuai dengan konteks Indonesia (Kadoić,
2018; Prasad, Vithanage, & Borthakur, 2019). Untuk memvalidasi dan menyempurnakan model jaringan
tersebut, penelitian ini juga melibatkan partisipasi pemangku kepentingan melalui wawancara mendalam
dengan responden yang memiliki keahlian di bidang kebijakan EPR dan sistem pengelolaan sampah.
Responden dipilih menggunakan purposive sampling dengan pendekatan expert-based sampling, karena

dalam ANP, validitas penilaian lebih ditentukan oleh kompetensi responden dibanding ukuran sampel statistik
(Musyarofah, Tontowi, Masruroh & Wibowo, 2025). Sebanyak 21 responden dipilih untuk mempresentasikan
aktor kunci pengelolaan sampah elektronik di Indonesia. Kelompok tersebut terdiri atas ahli pengelolaan
sampah (E), pemerintah (G), Asosiasi produsen sampah elektronik (WMA), konsumen (C), dan akademisi (Ac).
Responden tersebut memenuhi kriteria di antaranya memiliki pengalaman relevan, posisi strategis, serta
keterlibatan langsung dalam kebijakan maupun implementasi pengelolaan sampah elektronik di Indonesia.

2.1. Identifikasi Kriteria dan Subkriteria
Penerapan EPR dapat diterapkan melalui berbagai instrumen atau faktor kebijakan, seperti regulasi pemerintah,
insentif ekonomi, serta strategi berbasis informasi (OECD, 2016). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa
keberhasilan implementasi EPR tidak hanya bergantung pada ketersediaan instrumen-instrumen tersebut secara
parsial, tetapi juga pada efektivitas penegakan di semua instrumen. Jika dikoordinasikan dengan baik,
instrumen administratif, ekonomi, dan informasi dapat berkontribusi secara sinergis terhadap sistem
pengelolaan sampah elektronik yang berkelanjutan (Ogenmungu, Juma, Nyero, Kemigisha, & Onyinyi, 2024).
Berdasarkan hasil konsultasi dan diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan, penelitian ini
mengidentifikasi 3 (tiga) kategori utama faktor yang memengaruhi implementasi EPR untuk sampah elektronik
di Indonesia, yaitu: instrumen administratif, instrumen ekonomi, dan instrumen informasi. Kategori ini sejalan
dengan arah kebijakan yang digariskan oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, yang menekankan
perlunya 3 (tiga) instrumen kebijakan untuk mendukung penerapan EPR secara efektif (Kementerian
Perindustrian, 2021).
Tabel 1 berikut merangkum kriteria utama dan subkriteria yang diidentifikasi sebagai faktor-faktor yang
mempengaruhi penerapan Extended Producer Responsibility (EPR) terhadap sampah elektronik di Indonesia.

Tabel 1. Kriteria dan subkriteria yang berpengaruh pada penerapan EPR

Kriteria Subkriteria Referensi

Administra
tif (A)

Sistem pengumpulan (A1) Damanhuri dkk. (2019); Gui, Atasu, Ergun, & Toktay (2018);
Kazancoglu, Ozbiltekin, Ozkan Ozen, & Sagnak (2021)

Tujuan penggunaan kembali dan daur
ulang (A2)

Damanhuri dkk. (2019): Fizaine (2020); Horta Arduin dkk.
(2019); OECD (2016).

Standar pengolahan ramah lingkungan
(A3)

Damanhuri dkk. (2019)

Standar kandungan bahan daur ulang
minimum (A4)

Damanhuri dkk. (2019); OECD (2016); Yi, Liu, Fu, & Li
(2021)

Ekonomi
(E)

Pajak bahan/produk (E1) Damanhuri dkk (2019); Huo dkk. (2021); OECD (2016); Yi
dkk. (2021)

Subsidi pengembangan produk ramah
lingkungan (E2)

Bo, Wang, & Wan (2019); Damanhuri dkk. (2019); Faibil,
Asante, Agyemang, Addaney, & Baah (2023); OECD (2016)

Biaya pengolahan dan pengelolaan akhir
(E3)

Damanhuri dkk. (2019); OECD (2016)

Sistem deposit-refund (E4) Damanhuri dkk. (2019)
Informasi
(I)

Sosialisasi kepada produsen (I1) OECD (2016)

Pelabelan (I2) Damanhuri, dkk. (2019)
Informasi kepada konsumen (I3)
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Kriteria Subkriteria Referensi

Informasi kepada pengelola daur ulang (I4) OECD (2016); Huo dkk. (2021)
Dalam mengoperasionalisasikan temuan penelitian ini, digunakan model analisis berbasis jaringan guna
menelaah keterkaitan antara faktor-faktor yang berpengaruh dengan pilihan atau alternatif implementasi EPR di
Indonesia. Model ini dibangun menggunakan metode Analytic Network Process (ANP), yang memungkinkan
analisis terhadap ketergantungan dan hubungan kompleks antar kriteria maupun alternatif. Dalam kerangka
tersebut, diidentifikasi 4 (empat) alternatif strategis untuk penerapan EPR di Indonesia, yaitu:
1. Sistem EPR dengan melibatkan Producer Responsibility Organization / PRO (T1)
2. Sistem EPR dengan Fasilitas Pengolahan Limbah terdesentralisasi dan Bank Sampah (T2)
3. Sistem EPR dengan Fasilitas Terpusat untuk Pengolahan Limbah Berbahaya dan Beracun (T3)
4. Kerangka EPR yang Mengintegrasikan Sektor Informal (T4)
Selanjutnya, kriteria, subkriteria dan alternatif digambarkan dalam model jaringan yang dapat dilihat pada
Lampiran 1.

2.2. Pengolahan Data dengan ANP
Data yang diperoleh dari kuesioner ANP dianalisis menggunakan perangkat lunak Super Decisions versi 2.10
untuk menentukan bobot prioritas dari variabel-variabel kunci yang memengaruhi implementasi EPR terhadap
sampah elektronik di Indonesia sebagaimana tertulis dalam dokumen EPR Sampah Elektronik yang diterbitkan
Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Analisis ini dilakukan melalui serangkaian tahapan sistematis
guna memastikan ketelitian metodologis dan konsistensi hasil ( Jorge-García & Estruch-Guitart, 2022).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Keluaran penelitian disajikan pada Lampiran 2 yang menggambarkan nilai rata-rata geometrik dan bobot

prioritas untuk setiap kriteria dan subkriteria. Tabel pada Lampiran 2 kemudian divisualisasikan dalam
Gambar 2. Dari Gambar 2(a), terlihat bahwa instrumen administratif (A) memiliki pengaruh paling kuat
terhadap keberhasilan sistem EPR sampah elektronik di Indonesia.
3.1. Klaster Kriteria Prioritas
Gambar 2(a) menunjukkan bahwa instrumen administratif (A) memiliki pengaruh paling kuat terhadap
keberhasilan implementasi EPR sampah elektronik di Indonesia dengan bobot 0,368 diikuti oleh instrumen
informasi dan instrumen ekonomi. Temuan ini mengindikasikan bahwa pada konteks Indonesia, efektivitas
EPR lebih ditentukan oleh kejelasan mandat regulasi dan kapasitas penegakan dibanding insentif ekonomi atau
kampanye informasi semata. Hasil ini konsisten dengan studi yang menempatkan kerangka regulasi sebagai
prasyarat utama EPR, khususnya dalam memastikan kepatuhan produsen, pengaturan kewajiban take-back,
serta pembagian tanggung jawab finansial dalam rantai pengelolaan (Zheng dkk., 2017).
Temuan ini juga menegaskan pentingnya kesiapan kelembagaan (institutional capacity) dalam implementasi
EPR di negara berkembang, terutama ketika sistem pengumpulan formal belum mapan dan sektor informal
masih dominan dalam rantai pasok pengumpulan sampah elektronik. Dalam konteks ini, instrumen
administratif tidak hanya berfungsi memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjadi mekanisme koordinasi
lintas aktor antara pemerintah, produsen, pendaur ulang, termasuk sektor informal agar aliran sampah
elektronik dapat dikendalikan dalam sistem yang aman dan sesuai standar. Studi di berbagai konteks
menunjukkan bahwa keberhasilan EPR pada negara berkembang sangat dipengaruhi oleh kemampuan
pemerintah membangun kerangka administratif yang adaptif, termasuk perizinan, standar operasional,
pengawasan, dan penegakan hukumnya (Mallick dkk., 2024).
Dibandingkan dengan negara-negara yang sistem EPR-nya telah matang, seperti Jepang atau Korea Selatan,
posisi instrumen administratif yang dominan pada Indonesia menunjukkan bahwa tahap implementasi masih
berada pada fase pembangunan fondasi sistem (system-building). Negara-negara tersebut umumnya telah
memiliki mandat take-back, peran produsen yang jelas, mekanisme pelaporan, serta pengawasan yang lebih
stabil sehingga instrumen ekonomi dan desain insentif dapat berfungsi lebih optimal. Sebaliknya, pada negara
berkembang dengan tantangan kelembagaan dan dominasi sektor informal, instrumen administratif cenderung
menjadi determinan utama karena berfungsi sebagai “pengunci” (enabling condition) agar kepatuhan produsen
dan struktur kelembagaan seperti Producer Responsibility Organization (PRO) dapat berjalan secara efektif
(Leclerc & Badami, 2020; Park, Díaz-Posada & Mejía-Dugand, 2018; Compagnoni, 2022).
Implikasi dari temuan ini bagi desain sistem EPR nasional Indonesia adalah perlunya prioritas kebijakan pada
penguatan instrumen administratif yang mencakup: (1) penetapan regulasi EPR sampah elektronik yang



WIDYARSANA, DKK /DAMPAK: JURNAL TEKNIK LINGKUNGAN UNIVERSITAS ANDALAS - VOL. 23 NO. 1 (2026) 13-24

17

mengikat, termasuk definisi cakupan produk dan kewajiban produsen; (2) mekanisme registrasi, pelaporan, dan
target pengumpulan; (3) pengakuan dan penguatan peran Producer Responsibility Organization (PRO) sebagai
skema kepatuhan kolektif; serta (4) sistem perizinan dan audit bagi pelaku pengumpulan serta pengolahan
untuk memastikan standar keselamatan, lingkungan, dan keterlacakan. Tanpa fondasi administratif yang kuat,
instrumen ekonomi dan informasi berisiko tidak efektif karena tidak mampu mengatasi ketidakpatuhan,
tumpang tindih tanggung jawab, serta celah kebijakan yang memungkinkan praktik ilegal tetap berlangsung
(Leclerc & Badami, 2020; Murthy & Ramakrishna, 2022; Systemiq, 2023; Kementerian Perindustrian, 2021).

(a) (b)

(c) (d)

(e)
Gambar 2. Hasil prioritas kriteria (a); administratif (b); ekonomi (c); informasi (d); alternatif (e)

3.2. Klaster Prioritas Subkriteria dan Alternatif
3.2.1. Prioritas Subkriteria dalam Instrumen Administratif
Instrumen administratif memiliki peran fundamental dalam memastikan EPR dapat dijalankan sebagai
kebijakan berbasis kewajiban (mandatory), karena aspek administratif menentukan kejelasan mandat, standar
pelaksanaan, serta mekanisme pengawasan kepatuhan. Tanpa regulasi yang terdefinisi dengan baik dan dapat
ditegakkan, penerapan EPR berisiko berhenti pada tingkat normatif dan tidak menghasilkan perubahan sistem
pengelolaan sampah elektronik secara nyata (Omar & Bullu, 2022). Dalam penelitian ini, instrumen
administratif mencakup subkriteria utama yang menopang fungsi pelaksanaan EPR, yaitu sistem pengumpulan
limbah, target penggunaan kembali dan daur ulang, standar pengolahan ramah lingkungan, serta ketentuan
mengenai kandungan minimum bahan daur ulang.
Hasil ANP yang menunjukkan bahwa sistem pengumpulan (A1) merupakan subkriteria dengan prioritas
tertinggi (bobot: 0,387), sedangkan ketentuan kandungan minimum bahan daur ulang (A2) memperoleh
prioritas terendah, yaitu 0,194. Dominasi A1 mengindikasikan bahwa dalam konteks Indonesia, keberhasilan
EPR sangat ditentukan oleh kemampuan membangun operasional berupa jaringan pengumpulan yang mampu
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mengalirkan sampah elektronik dari sumber menuju rantai pengelolaan formal. Tanpa sistem pengumpulan
yang memadai, faktor administratif lainnya seperti penetapan target reuse/recycle maupun standar pengolahan
tidak dapat tercapai karena bahan baku sampah elektronik tidak masuk ke sistem resmi, sehingga tidak tersedia
basis data, aliran material, maupun pembiayaan untuk mendukung kinerja EPR.
Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Zheng dkk. (2017), yang menyoroti bahwa
keterbatasan infrastruktur pengumpulan dan daur ulang di banyak negara berkembang telah menjadi hambatan
utama dalam keberhasilan penerapan EPR. Hal serupa juga dikemukakan oleh Sagnak dkk. (2021), yang
menegaskan peran penting titik-titik pengumpulan (collection points) sebagai simpul utama dalam rantai pasok
logistik balik (reverse logistics) dan sistem daur ulang.
Temuan tersebut juga relevan dengan kondisi Indonesia, di mana sistem pengumpulan masih menjadi titik
lemah dalam rantai pengelolaan sampah elektronik. Beberapa praktik di daerah seperti DKI Jakarta dan
sekitarnya telah menunjukkan upaya membangun mekanisme pengumpulan melalui layanan penjemputan,
drop-box, serta skema berbasis komunitas dan bank sampah, namun cakupan dan standarisasinya belum merata
secara nasional (Soesanto dkk., 2022). Hal ini menunjukkan bahwa penguatan pengumpulan bukan hanya isu
teknis, tetapi juga merupakan persoalan desain sistem EPR yang membutuhkan pembagian peran yang jelas
antar aktor (pemerintah daerah, produsen/PRO, pengelola, dan masyarakat) untuk memastikan aliran sampah
elektronik masuk ke jalur pengolahan yang aman dan terkendali (Wibowo dkk., 2021).
Namun demikian, efektivitas sistem pengumpulan di Indonesia masih menghadapi hambatan struktural seperti
lemahnya penegakan regulasi, keterbatasan infrastruktur, rendahnya kesadaran masyarakat, serta konsentrasi
fasilitas pengolahan di Pulau Jawa yang menyebabkan wilayah lain kurang terlayani (Anityasari & Nur, 2016;
Raharjo & Utomo, 2021; Widyarsana dkk., 2021). Kondisi ini berdampak pada praktik pembuangan sampah
elektronik bersama sampah rumah tangga lainnya atau masuk ke aliran informal yang tidak selalu memenuhi
standar keselamatan dan lingkungan, sehingga memperbesar risiko pencemaran dan paparan zat berbahaya
(Rimantho, Syaiful, Nurfaida, & Sulandari, 2022).
Dibandingkan negara yang telah menerapkan EPR lebih matang, sistem pengumpulan umumnya ditopang oleh
mandat take-back yang jelas, titik pengumpulan resmi yang luas (misalnya melalui retailer atau fasilitas publik),
serta mekanisme pelaporan yang memungkinkan pengawasan dan pencapaian target. Hal ini menegaskan
bahwa penguatan sistem pengumpulan adalah prasyarat administratif untuk mendorong fungsi instrumen EPR
lainnya berjalan efektif.
Berdasarkan hasil ini, desain EPR sampah elektronik di Indonesia perlu memprioritaskan penguatan sistem
pengumpulan melalui kebijakan yang lebih operasional, seperti pengembangan jaringan pengumpulan
terstandar (drop-box dan collection point resmi), kewajiban take-back di saluran distribusi tertentu, serta skema
koordinasi yang dikelola oleh produsen atau PRO untuk menjamin kesinambungan pembiayaan reverse
logistics. Strategi ini perlu disertai edukasi publik yang terarah dan dukungan pemerintah daerah dalam
penyediaan infrastruktur serta integrasi pengumpulan berbasis komunitas agar pengumpulan tidak hanya
terpusat di kota besar, melainkan merata secara nasional (Widyarsana dkk., 2021).
Selain berfungsi sebagai titik masuk utama, sistem pengumpulan yang terstandar juga menjadi prasyarat untuk
mendukung subkriteria administratif lainnya. Pengumpulan yang kuat akan meningkatkan keterlacakan aliran
sampah elektronik sehingga mempermudah penerapan standar pengolahan ramah lingkungan, sekaligus
menyediakan pasokan material yang dapat mendorong pencapaian target daur ulang /penggunaan kembali dan
mendukung pengaturan kandungan minimum bahan daur ulang secara lebih realistis dalam jangka menengah.
3.2.2. Prioritas Subkriteria dalam Instrumen Ekonomi
Instrumen berbasis informasi, yang mencakup sosialisasi kepada produsen, pelabelan produk, edukasi
konsumen, serta panduan teknis bagi pelaku daur ulang, berperan sebagai pengungkit perilaku (behavioural
lever) dalam implementasi EPR sampah elektronik. Instrumen ini meningkatkan pemahaman pemangku
kepentingan mengenai risiko lingkungan dan kesehatan dari pembuangan sampah elektronik yang tidak tepat,
sekaligus mendorong perubahan perilaku di sepanjang siklus hidup produk, mulai dari perancangan, konsumsi,
hingga pengembalian produk pada akhir masa pakai (Patil & Ramakrishna, 2020; Ogenmungu dkk., 2024).
Dalam konteks negara berkembang, instrumen informasi menjadi penting karena kesenjangan pengetahuan
seringkali menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengembalian produk serta rendahnya
kepatuhan produsen dalam memaknai EPR sebagai kewajiban sistemik (mandatory), bukan sekadar kegiatan
sukarela (voluntary).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi kepada produsen (I1) merupakan subkriteria paling
berpengaruh dalam klaster instrumen informasi, dengan bobot 0,332, diikuti oleh informasi bagi konsumen (I3)
dengan bobot 0,267, informasi/panduan bagi pelaku daur ulang (I4) dengan bobot 0,205, dan pelabelan produk
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(I2) dengan bobot 0,196. Prioritas tertinggi (I1) menunjukkan bahwa pada tahap awal pembangunan sistem
EPR di Indonesia, hambatan utama bukan hanya terletak pada kurangnya kesadaran publik, tetapi juga pada
belum kuatnya komitmen produsen terhadap kewajiban EPR. Ketika produsen memiliki pemahaman yang
memadai mengenai prosedur kepatuhan, target pengumpulan, mekanisme pembiayaan, dan peran PRO, maka
produsen lebih mungkin berinvestasi dalam penguatan sistem pengumpulan, mendukung integrasi rantai pasok
reverse logistics, serta memperjelas jalur pengolahan formal. Temuan ini sejalan dengan literatur yang
menekankan bahwa kampanye dan komunikasi produsen yang rutin dan terarah dapat meningkatkan efektivitas
program pengumpulan dan memperkuat akuntabilitas lingkungan produsen dalam ekosistem EPR (Pazoki &
Zaccour, 2021).
Sosialisasi produsen juga dapat dipahami sebagai faktor penghubung antara instrumen informasi dan instrumen
administratif maupun ekonomi. Sosialisasi yang kuat berperan sebagai “pemicu kepatuhan” karena
menjelaskan mandat administratif (misalnya kewajiban take-back, pelaporan, dan target) dan pada saat yang
sama menjembatani penerapan instrumen ekonomi (misalnya biaya pengelolaan atau mekanisme insentif).
Dalam mekanisme sistem, produsen yang terinformasi akan lebih mampu mengadopsi strategi daur ulang yang
efektif melalui pembentukan sistem mandiri, kerja sama dengan distributor dan pengecer, maupun kemitraan
dengan pihak ketiga seperti pelaku pengumpulan dan pengolah berizin (Zhao dkk., 2020). Selain itu,
lingkungan kebijakan yang menekankan transparansi dan keterlibatan pemangku kepentingan secara terbuka
cenderung memiliki peluang keberhasilan yang lebih besar dalam mengembangkan model EPR yang inovatif
meskipun menghadapi tantangan implementasi (Leclerc & Badami, 2020). Oleh karena itu, instrumen
informasi pada produsen tidak dapat dipandang sebagai aktivitas pendukung semata, tetapi sebagai bagian dari
strategi perubahan sistem yang berdampak pada fungsi pengumpulan, kepatuhan, dan pembiayaan.
Rendahnya prioritas pelabelan produk dibanding subkriteria lainnya dapat diinterpretasikan bahwa pelabelan
memerlukan prasyarat implementasi berupa standardisasi, pengawasan pasar, dan keterhubungan dengan
sistem pengumpulan serta pengolahan formal. Pada konteks Indonesia, ketika sistem pengumpulan dan
pengelolaan formal belum merata, pelabelan ramah lingkungan belum otomatis diikuti oleh perubahan perilaku
pengembalian produk jika konsumen tidak memiliki akses ke titik pengumpulan dan produsen belum memiliki
mekanisme take-back yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen pelabelan lebih efektif sebagai strategi
lanjutan (next-stage policy) setelah sistem pengumpulan dan kepatuhan produsen mulai stabil.
Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa komunikasi yang terstruktur dapat meningkatkan efektivitas
sistem pengumpulan. Sebagai contoh, kampanye “Charge Up to Recycle” di Amerika Serikat menjadi ilustrasi
bahwa penyampaian informasi yang tepat sasaran dapat memengaruhi perilaku pengembalian produk pada
kelompok konsumen tertentu (OECD, 2001). Namun dalam konteks Indonesia, tantangan utama masih terletak
pada rendahnya pemahaman sebagian produsen terkait tanggung jawab EPR, sehingga dibutuhkan lokakarya,
seminar industri, serta platform edukasi digital untuk memperjelas prinsip, prosedur implementasi, dan manfaat
ekonomi-lingkungan dari sistem EPR (Ardi & Purwojatmiko, 2019). Dengan demikian, strategi informasi yang
efektif pada tahap awal implementasi EPR perlu difokuskan pada peningkatan literasi dan komitmen produsen,
disertai edukasi konsumen dan panduan teknis bagi pelaku daur ulang sebagai ekosistem pendukung guna
membangun sistem pengelolaan sampah elektronik yang lebih aman, terlacak, dan berkelanjutan (Zheng dkk.,
2017).
Temuan ini menunjukkan bahwa instrumen informasi berperan sebagai pengungkit perubahan perilaku aktor,
namun efektivitasnya tetap bergantung pada keberadaan instrumen administratif yang memastikan kepatuhan
serta instrumen ekonomi yang menjamin keberlanjutan pembiayaan. Oleh karena itu, desain EPR nasional
perlu menempatkan strategi komunikasi produsen sebagai intervensi awal yang terintegrasi dengan penguatan
sistem pengumpulan dan skema pendanaan.
3.2.3. Prioritas Alternatif
Berdasarkan hasil analisis ANP (Gambar 2(e)), alternatif dengan prioritas tertinggi adalah penerapan sistem
EPR yang dikoordinasikan oleh Producer Responsibility Organization (PRO) dengan skor 0,343. Prioritas ini
menunjukkan bahwa kebutuhan utama implementasi EPR sampah elektronik di Indonesia bukan hanya
keberadaan regulasi, melainkan tersedianya mekanisme kelembagaan operasional yang mampu menjalankan
fungsi kepatuhan, pembiayaan, dan koordinasi lintas aktor secara kolektif. Konsultasi pemangku kepentingan
dan hasil penilaian ANP secara konsisten menegaskan PRO sebagai tulang punggung kelembagaan karena EPR
sampah elektronik melibatkan kompleksitas rantai pasok balik (reverse logistics), biaya pengumpulan dan
pengolahan yang relatif tinggi, serta kebutuhan pelaporan dan keterlacakan aliran limbah yang tidak mudah
dikelola oleh produsen secara individual (Kementerian Perindustrian, 2021).
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Secara kausal, tingginya prioritas PRO dapat dipahami sebagai konsekuensi dari dominasi faktor administratif
dan kebutuhan penguatan sistem pengumpulan dalam hasil penelitian. Ketika subkriteria seperti sistem
pengumpulan menjadi prioritas tertinggi pada instrumen administratif, maka dibutuhkan institusi yang mampu
mengoperasionalkan jaringan pengumpulan, melakukan kontrak dengan pelaku pengelolaan, serta memastikan
standar pengolahan dipatuhi. Dalam praktik global, PRO berperan sebagai agregator dan system operator yang
mengelola kewajiban produsen secara kolektif, termasuk pengumpulan biaya kepatuhan, pengembangan
jaringan pengumpulan, pemilihan mitra pengangkutan dan pengolahan, serta pengawasan kinerja dan pelaporan.
Dengan demikian, PRO bukan hanya pilihan kelembagaan, melainkan mekanisme yang menghubungkan
mandat administratif dengan keberlanjutan pembiayaan dan efektivitas implementasi di lapangan (Kunz dkk.,
2018; OECD, 2016).
Pengalaman internasional dari Jepang, Belanda, dan sejumlah negara Uni Eropa menunjukkan bahwa
keberadaan PRO dapat meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, memperbaiki tingkat pengumpulan dan
daur ulang, serta mengurangi beban koordinasi yang harus ditanggung produsen secara individu (Kunz dkk.,
2018; Okukpon, 2021). Berbagai studi kasus juga menunjukkan keterbatasan pendekatan individual producer
responsibility ketika produsen tidak memiliki kapasitas teknis, finansial, dan logistik untuk memenuhi
kewajiban EPR secara mandiri. Hal ini menjadi semakin relevan bagi negara berkembang yang menghadapi
tantangan kelembagaan, keterbatasan infrastruktur, serta ketidakteraturan aliran sampah elektronik akibat
dominasi sektor informal dalam pengumpulan.
Dalam konteks Indonesia, belum adanya kerangka hukum formal yang secara spesifik mewajibkan
pembentukan PRO untuk sampah elektronik menyebabkan implementasi EPR cenderung bersifat sukarela dan
fragmentaris. Meskipun terdapat inisiatif seperti Indonesia Packaging Recovery Organisation (IPRO) yang
mendukung pelaksanaan peta jalan pengurangan sampah oleh produsen, ruang lingkupnya masih terbatas pada
sampah kemasan dan belum mencakup sampah elektronik (Bappenas, 2024; Systemiq, 2023). Oleh karena itu,
untuk mendukung implementasi EPR sampah elektronik secara nasional, dibutuhkan PRO yang memiliki dasar
hukum dan kapasitas operasional yang kuat agar dapat menjalankan fungsi strategis, termasuk memastikan
kepatuhan produsen, mengelola pembiayaan, memperluas jaringan pengumpulan, serta meningkatkan
transparansi dan keterlacakan aliran sampah elektronik (Kementerian Perindustrian, 2021; OECD, 2016).
Implikasi praktis dari temuan ini adalah bahwa desain EPR nasional Indonesia perlu menempatkan PRO
sebagai instrumen kelembagaan utama dengan mandat yang jelas, antara lain: (1) mekanisme registrasi dan
pelaporan produsen sebagai basis kepatuhan; (2) skema pengumpulan biaya EPR dan pengelolaan dana yang
akuntabel untuk pembiayaan pengumpulan dan pengolahan; (3) pengembangan jaringan collection point dan
reverse logistics yang terstandar lintas wilayah; (4) pengaturan kemitraan dengan pelaku pengumpulan dan
pengolah formal, termasuk strategi integrasi formal–informal secara bertahap; serta (5) sistem monitoring dan
audit untuk memastikan pencapaian target serta mencegah praktik pengelolaan yang tidak aman. Namun
demikian, pembentukan PRO juga perlu disertai mekanisme tata kelola yang kuat untuk mencegah risiko
konflik kepentingan dan rendahnya transparansi, sehingga PRO benar-benar berfungsi sebagai pelaksana
sistem EPR yang efektif dan berkelanjutan.

4. KESIMPULAN
Penelitian ini memprioritaskan faktor-faktor kunci yang mempengaruhi implementasi Extended Producer

Responsibility (EPR) pada sampah elektronik di Indonesia menggunakan Analytic Network Process (ANP).
Penelitian ini tidak hanya terletak pada identifikasi faktor, tetapi juga pada penyusunan urutan prioritas yang
menggambarkan faktor mana yang paling menentukan keberhasilan kebijakan EPR dalam konteks negara
berkembang dengan tantangan kapasitas kelembagaan dan infrastruktur yang belum merata. Temuan ini
memperkaya literatur EPR dengan menegaskan bahwa keberhasilan EPR tidak cukup ditopang oleh desain
kebijakan normatif, melainkan membutuhkan fondasi kelembagaan yang mampu mengoperasionalkan
kebijakan menjadi sistem yang berjalan. Hasil menunjukkan instrumen administratif menjadi faktor paling
dominan (0,368), terutama melalui penguatan sistem pengumpulan sebagai simpul awal implementasi (0,387),
sementara subsidi pengembangan produk (0,278) dan sosialisasi kepada produsen (0,332) berperan penting
dalam mendorong perubahan hulu serta peningkatan kepatuhan. Temuan strategis penelitian ini adalah bahwa
alternatif paling prioritas ialah penerapan EPR yang dikoordinasikan oleh Producer Responsibility
Organization/PRO (0,343), yang dipandang sebagai mekanisme kelembagaan paling realistis untuk
mengintegrasikan kepatuhan, pembiayaan, pengumpulan, dan koordinasi lintas aktor dalam skala nasional.
Oleh karena itu, implementasi EPR sampah elektronik di Indonesia perlu difokuskan pada penguatan kerangka
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regulasi dan penegakan, pembentukan PRO yang akuntabel, pengembangan infrastruktur pengumpulan dan
pengolahan sampah elektronik, serta sistem pendanaan dan komunikasi/sosialisasi kebijakan yang terintegrasi.
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